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ABSTRAK 

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 

merupakan sebuah babak baru pengaturan tentang pembuatan 

perjanjian perkawinan yang mana sebelumnya dibuat sebelum 

perkawinan dalam akta notaris menjadi dapat dibuat setelah 

perkawinan berlangsung.Penulisan ini menggunakan penelitian 

yuridis normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-

asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal 

dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan 

perundang-udangan serta ketentuan yang berkaitan dengan 

Keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memuat perubahan 

pengaturan perjanjian perkawinan.Penelitian menunjukkan 

keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015  tersebut menjadi putusan 

yang ditafsir secara ekstensif dan berimplikasi terhadap potensi 

kerugian pihak ketiga dan/atau kreditur. Keputusan MK tersebut 

menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum bagi pihak 

ketiga. Keputusan MK memunculkan polemik dimana 

seharusnya berfungsi sebagai alat pembaharuan dan perubahan 

dalam masyarakat atau law as a tool of social engineering atau 

sebaliknya memunculkan permasalahan hukum yang baru. 
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Pendahuluan 

Manusia sebagai makhluk yang 

berkehidupan sosial (zoon politicon). 

Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri 

karena senantiasa selalu membutuhkan 

manusia lainnya. Kehidupan manusia 

senantiasa akan selalu mempunyai 

kepentingan antara individu satu dengan 

yang lainnya. Disamping itu, manusia 

selalu mempunyai naluri untuk hidup 

bersama dan saling berinteraksi antar 

sesama manusia, termasuk naluri untuk 

berkumpul ataupun hidup bersama dengan 

lawan jenisnya untuk membentuk suatu 

keluarga melalui perkawinan. Didalam 

ikatan perkawinan tersebut memiliki 

beberapa hubungan hukum lain. Salah 

satunya ialah munculnya pembuatan 

perjanjian kawin. (Rohanawati & 

Wicaksono, 2019; Subekti, 2016; Susanti, 

2018) 

Perjanjian yang demikian menurut 

undang-undang harus diadakan sebelum 

penikahan dilangsungkan dan harus 

diletakkan dalam suatu akta notaris. 

Konsep hukum perjanjian perkawinan pada 

prinsipnya tidak terlepas dari konsep 

hukum harta bersama dalam perkawinan. 

Perjanjian perkawinan yang kerap juga 

disebut perjanjian pra-nikah (prenuptual 

agreement) sebenarnya dapat dikatakan 

sebagai deviasi dari konsep hukum harta 

bersama.  (Ahmad, 2018; Glynn et al., 

2010; Nazla, 2017; Scott, 2006; Subekti, 

2016; Sudenga, Rositch, Otieno, & Smith, 

2013; Valentina, 2016) 

Pembuatan perjanjian perkawinan 

meliputi 3 (tiga) jenis harta kekayaan yang 

lazim disepakati dalam perjanjian 

perkawinan antara lain: harta persatuan, 

harta suami pribadi, harta istri pribadi. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan menegaskan dalam 

Pasal 29 (1), berbunyi :  

“Pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan 

perjanjian tertulis yang disahkan oleh 

Pegawai pencatat perkawinan, setelah 

mana isinya berlaku juga terhadap pihak 

ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.  

Selanjutnya, perjanjian perkawinan 

disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan, setelah mana isinya berlaku 

juga terhadap pihak ketiga sepanjang 

pihak ketiga tersangkut. Perjanjian 

perkawinan atau sering disebut dengan 

perjanjian pra nikah artinya perjanjian itu 

dibuat sebelum dilangsungkannya 

pernikahan. Perjanjian perkawinan harus 

dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan 

dimana hal tersebut merujuk pada Pasal 

147 KUHPerdata yang menyatakan 

apabila perjanjian  perkawinan 

dibuat setelah perjanjian perkawinan, 

maka akibat hukumnya perjanjian tersebut 

batal (nieteg vanrechtwege). (Ahyani, 

2019; Faradz, 2016; Judiasih, Yuanitasari, 

& Inayatillah, 2018) 

Perjanjian kawin setelah 

perkawinan pastinya tidak dapat 

dilakukan. Hal yang dimungkinkan untuk 

dilaksanakan setelah perkawinan bukanlah 

perjanjian perkawinan, melainkan 

perpisahan harta kekayaan yang 

didasarkan pada Pasal 186 KUH Perdata. 

(Abdillah, 2018; Faradz, 2016; Murniati, 

2019; Putri, Djatmika, & Puspitawati, 

2018)(Haslam & Montrose, 2015; 

Heavey, Larson, Zumtobel, & 

Christensen, 2006; Miles, 2011; Novak, 

2010; Scott, 2006; Shi, 2013; Whitford, 

2002) 

Apabila kita melihat lebih jauh 

ketentuan pasal 186 KUHPerdata, maka 

seorang istri dimungkinkan untuk 

memajukan tuntutan kepada hakim akan 

pemisahan harta kekayaan tetapi dengan 

syarat yang bersifat limitatif yaitu (1) 

suami telah melakukan pemborosan 

terhadap harta kekayaan yang akan 

membahayakan segenap keluarga; (2) 

tidak adanya ketertiban dalam mengurus 

harta kekayaan suami dan segala sesuatu 

yang menjadi hak istri, adanya kelalaian 

besar dalam mengurus percampuran harta, 

sehingga sehingga kekayaan dalam 

keadaan bahaya. Perpisahan harta 

kekayaan sepanjang perkawinan hanya 
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dapat dilakukan untuk kondisi darurat, dan 

tidak dapat dilakukan atas permufakatan 

sendiri, melainkan harus diajukan kepada 

hakim pengadilan. Namun, dalam 

perkembangannya perjanjian kawin dapat 

dibuat setelah melangsungkan 

perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi No: 

69/PUU-XIII/2015. (Abdillah, 2018; 

Dwiyatmi & Wauran, 2018; Hadi, 2019; 

Murniati, 2019; Putri et al., 2018) 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di 

atas maka terdapat beberapa permasalahan, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum atas 

hak pihak ketiga terhadap perjanjian 

perkawinan yang dibuat setelah 

dilangsungkannya perkawinan yang 

merujuk pada putusan Mahkamah 

Konstitusi No: 69/PUU-XIII/2015? 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode 

yuridis normatif (hukum normatif) yang 

bersifat kualitatif. Metode penelitian 

hukum normatif adalah Penelitian hukum 

normatif yang mencakup penelitian 

terhadap asas-asas hukum, penelitian 

terhadap sistematika hukum, penelitian 

terhadap taraf sinkronisasi hukum, 

penelitian sejarah hukum, penelitian 

perbandingan hukum. Penelitian yang 

bersifat deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

masalah perjanjian kawin yang dapat 

disusun setelah berlangsungnya 

perkawinan pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi No: 69/PUU-XIII/2015. 

Penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan ditujukan 

untuk memperoleh data sekunder, yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer berasal dari 

peraturan perundang-undangan dan/atau 

peraturan pelaksanaannya yang terkait 

dengan perjanjian perkawinan, seperti: 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan putusan 

Mahkamah Konstitusi No: 69/PUU-

XIII/2015. Bahan hukum sekunder terdiri 

atas buku-buku dan lain sebagainya serta 

bahan hukum tersier terdiri atas 

ensiklopedi, kamus dan lain sebagainya.  

Analisis data yang digunakan ialah 

analisis data kualitatif. Semua data yang 

diperoleh dikelompokkan atas data yang 

sejenis untuk kepentingan analisis, dan 

disusun secara logis sistematis untuk 

selanjutnya ditarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode pendekatan 

deduktif. 

 

Pembahasan Dan Hasil Penelitian 

Pembuatan perjanjian perkawinan 

dilakukan atas dasar Pasal 29 ayat (1) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, berbunyi: 

“Pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan kedua belah pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengajukan 

perjanjian tertilis yang disahkan oleh 

pegawai pencatat perkawinan, setelah 

mana isinya berlaku juga terhadap pihak 

ketiga tersangkut”. 

Amanah yang terkandung di dalam 

undang-undang di atas mengandung 

maksud perjanjian perkawinan dilakukan 

sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan 

tetapi, hal tersebut menjadi berbeda saat 

keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 

No: 69/PUU-XIII/2015. Putusan 

Mahkamah Konstitusi No: 69/PUU-

XIII/2015 mengandung beberapa hal 

didalamnya, sebagai berikut: 

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 No. 

1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 3019) 

bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak 

dimaknai “Pada waktu, sebelum 

dilangsungkan atau selama dalam 

ikatan perkawinan kedua belah pihak 

atas persetujuan bersama dapat 
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mengajukan perjanjian tertulis yang 

disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan atau notaris, setelah mana 

isinya berlaku juga terhadap pihak 

ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut”;  

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 No. 

1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 3019) tidak 

mempunyai kekuataan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan 

atau selama dalam ikatan perkawinan 

kedua belah pihak atas persetujuan 

bersama dapat mengajukan perjanjian 

tertulis yang disahkan oleh pegawai 

pencatat perkawinan atau notaris, 

setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang 

pihak ketiga tersangkut”;  

3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 No. 

1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 3019) 

bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak 

dimaknai “Perjanjian tersebut mulai 

berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan, kecuali ditentukan 

lain dalam Perjanjian Perkawinan”;  

4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 No. 

1, Tambahan Lembaran Negara 3019) 

tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“Perjanjian tersebut mulai berlaku 

sejak perkawinan dilangsungkan, 

kecuali ditentukan lain dalam 

Perjanjian Perkawinan”;  

5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 No. 

1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 3019) 

bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak 

dimaknai “Selama perkawinan 

berlangsung, perjanjian perkawinan 

dapat mengenai harta perkawinan 

atau perjanjian lainnya, tidak dapat 

diubah atau dicabut, kecuali bila dari 

kedua belah pihak ada persetujuan 

untuk mengubah atau mencabut, dan 

perubahan atau pencabutan itu tidak 

merugikan pihak ketiga”;  

6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 No. 

1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 3019) tidak 

mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“Selama perkawinan berlangsung, 

perjanjian perkawinan dapat 

mengenai harta perkawinan atau 

perjanjian lainnya, tidak dapat diubah 

atau dicabut, kecuali bila dari kedua 

belah pihak ada persetujuan untuk 

mengubah atau mencabut, dan 

perubahan atau pencabutan itu tidak 

merugikan pihak ketiga”.  

Prinsip-prinsip perjanjian 

perkawinan yang dibuat sebelum 

perkawinan mengalami perubahan 

besar sejak dikeluarnya Keputusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) No.  

69/PUU-XIII/2015. Mahkamah 

Konstitusi (MK) mengabulkan untuk 

sebagian aturan mengenai perjanjian 

perkawinan yang tertuang dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan.  Keputusan MK 

atas uji materil Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

khususnya perjanjian perkawinan telah 

membawa dampak terhadap kurang 

terlindunginya hak-hak pihak ketiga 

yang terkait dengan pasangan hidup 
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yang membuat perjanjian perkawinan 

setelah perkawinan dilangsungkan.  

Hal Tersebut berbanding terbalik 

dengan KUHPerdata yang akhirnya 

justru memberikan kepastian hukum 

dimana perjanjian perkawinan harus 

dibuat sebelum perkawinan 

dilangsungkan dalam kaitannya dengan 

kepentingan pihak ketiga diluar para 

pihak yang membuat perjanjian 

perkawinan. Mahkamah Konstitusi 

menerapkan interpretasi ekstensif 

sehingga mengakibatkan rumusan 

norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan 

(4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan terhadap 

pelaksanaan perjanjian perkawinan kini 

tidak terbatas pada waktu sebelum 

perkawinan tersebut dilangsungkan, 

melainkan juga setelah terjadi ikatan 

perkawinan. Perjanjian perkawinan 

dapat dilaksanakan oleh suami dan istri 

atas persetujuan bersama. Dengan 

demikian, MK mengedepankan 

penerapan hukum progresif untuk 

memenuhi kebutuhan hukum atas 

fenomena yang terjadi di masyarakat 

terhadap resiko-resiko yang mungkin 

saja dapat timbul dari harta bersama 

dalam perkawinan, baik dikarenakan 

pekerjaan suami dan istri yang 

memiliki konsekuensi dan tanggung 

jawab sampai pada harta pribadi, 

maupun dikarenakan akibat hukum.  

Putusan MK No. 69/PUU-

XIII/2015 sebagaimana pertimbangan 

hukum dan amar putusan terdapat 

pandangan yang pro dan kontra, 

bahkan putusan ini dapat dikatakan 

sebagai putusan yang dilematis. Dilema 

putusan MK ini dapat dilihat, disatu 

sisi keterangan pemerintah dalam 

persidangan di Mahkamah Konstitusi 

sebagai pembuat undang-undang 

termasuk undang-undang perkawinan 

pada pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan 

ayat (4) tetap dinyatakan tidak ada 

pertentangan dengan Pasal 28 H ayat 

(4) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 35 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dimana perjanjian 

kawin dan harta bersama dipandang 

sudah tepat bahkan dimaksudkan untuk 

adanya kepastian hukum bagi suami 

dan istri terkait harta benda 

perkawinan. Dengan adanya perubahan 

sesuai permohonan pemohon akan 

dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum. 

Putusan MK No. 69/PUU-

XIII/2015 telah menyelesaikan suatu 

permasalahan terkait prinsip hukum 

dari waktu dibuatnya perjanjian 

perkawinan dari sebelum perkawinan 

dilangsungkan menjadi dapat dibuat 

pada saat perkawinan telah 

dilangsungkan. Namun keputusan MK 

tersebut menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang baru khususnya dalam 

kaitannya dengan pihak ketiga.  

Putusan MK akan lebih tepat jika 

dilokalisir dan diberlakukan untuk 

kebutuhan pengakuan hak asasi atas 

seorang WNI yang karena perkawinan 

campuran dengan WNA tidak 

kehilangan hak atas kepemilikan atas 

tanah dengan sertipikat hak milik 

(SHM) dan sertipikat hak guna 

bangunan (SHGB). Namun, dalam 

keputusannya uji materil Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan ditafsirkan berlaku umum 

dan luas (ekstensif) dari permasalahan 

dalam gugatan uji materil. Ike Farida 

yang menikah dengan warga negara 

Jepang sehingga kehilangan hak atas 

tanah yang telah terdaftar tersebut. 

Pandangan tersebut terlalu sempit 

sehingga dari praktek keputusan MK 

tidak berjalan efektif karena berpotensi 

munculnya permasalahan hukum dan 

merugikan pihak ketiga dan/atau 

kreditur. Hal ini terungkap dalam 

kekhawatiran perjanjian perkawinan 

disalahgunakan untuk mengelabui atau 

melepaskan kewajiban suami istri dari 

pihak ketiga. Selain itu, notaris selaku 

penjabat umum juga dituntut untuk 
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professional dan tanggung jawab. 

Notaris harus meneliti terlebih dahulu 

berbagai dokumen terkait dengan harta 

terkait kepentingan pihak ketiga. 

Notaris harus benar-benar 

memperhatikan asas publisitas dari 

perjanjian perkawinan agar pihak 

ketiga dapat mengetahui akibat dari 

perjanjian perkawinan tersebut 

terhadap kepentingan dan hak-hak nya. 

Perjanjian perkawinan tidak dapat 

diubah kecuali bila kedua belah pihak 

ada persetujuan dan tidak merugikan 

pihak ketiga. Ada tidaknya pihak ketiga 

yang tersangkut atau mempunyai 

kepentingan secara tidak langsung atas 

perjanjian perkawinan, hanya diketahui 

oleh suami istri pembuat perjanjian 

kawin. Ungkapan ini menegaskan tidak 

memungkinkan seorang notaris 

mengetahui tentang secara detil setiap 

kepentingan pihak ketiga dalam sebuah 

perjanjian perkawinan.  

Uraian di atas menjadi dilemma 

bagi notaris sebagai pejabat umum 

yang membuat akta otentik, karena 

diwajibkan untuk profesional 

melakukan penyelidikan mendalam 

pihak-pihak yang akan membuat akta 

perjanjian kawin setelah perkawinan. 

Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika 

nantinya banyak notaris yang tidak mau 

membuat akta perjanjian perkawinan 

karena menyidik pasangan kawin 

adalah diluar kewenangan dan 

kemampuan dan tugas- tugas notaris. 

 

Kesimpulan 

Merujuk keseluruhan uraian di atas 

maka akan diajukan kesimpulan, 

sebagai berikut: 

Diharapkan untuk menyempurnakan 

sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 69/PUU-XIII/2015 tentang 

perjanjian perkawinan sehingga dapat 

memberikan kepastian hukum kepada 

pihak ketiga maka diharuskan oleh 

pemerintah menyediakan peraturan 

pelaksana. 
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